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U/AI IKL)TA TANGSA

PERATURAN W ALIKOTA IA}IGSA

NOMOR 40 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEN YELENGGARAAN SISTEM PENG ENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DI LINGKLINGAN PEMERINTAH KOTA IANGSA

BISMILIAHIRRAHMANIRRAFIIM

DENGAN RAHMAT AIIAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA TANGSA.

\ ' ' ienimbang: d , bahr.va untuk melaksanakan ketentuau pasai 60 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), perlu menyelenggaraan sistem pengendaliaan

intern pemerintah di Lingkungan Penrerintah Kota Langsa.

bairrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a

perlu menetapkan suatu peraturan.

lJndang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 83,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

Undang-Llndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Llndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Llndangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389),
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4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenrang Pemerintahan Daerah

(l-embaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
'fambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nonor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhir dengan Undang-

Undang Nornor 12 Tahun 2008 renrang Perubahan Kedua Atas

undang-LTndang Nomor 32 Tahun 2004 tenrang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Llndang Nomor 33 -fahun 
2004 renrang Perimbangan

Keuanglan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerinrahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 
2004 Nonor 126,

T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Lindang-Undang Nomor 11 tahun 2006 renrang Pemerintahan Aceh

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan LTang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia, Nomor 4738);

Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 4I tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Repubiik Indonesia

Talrun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Nomor 4741);

Peraturan Pernerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tenrang Sisrem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 727, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tenrang 
'fata 

Cara Pembenrukan

Qsrnun (Lernbaran Daerah Nanggroe Aceh Darussaiarn Tahun 2007
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Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 03);

12. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekrerariat Dewan Perwakilan

Raky'21 Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008

Nomor Nomor 3);

13. Q-anun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 rentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas. Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kora

Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nornor 4);

14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun

2008 Nomor 12).

MEMU:TUSKAN:

N{enetapkan : PERAI-URAN WALIKOTA TENIANG PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTATI (SPIP) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA I-ANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan \\'alikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (SPf P) adalah proses integral pada

tindakan dan kegiaran yang dilakukan secara ten-rs menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegarvai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainl'a tujuan

organisasi melaiui kegiatan yang ef'ektif dan efisien, keandalan peiaporan keuangan,

pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistern Pengendalian Inrern Pemerintah, yang selanjutnl,a disingkat SPIP adalah

Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menl.eluruh terhadap

proses perancangan dan peiaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran,

dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

3. Pengar,vasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi.

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penvelenggaraan tugas dan

hngsi.,1f,
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fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahlr.a

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur vang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pirnpinan dalam mewrrjudkan rara

kepernerintahan yang baik.

Pemerintah Kota Langsa adalah \Valikota dan perangkat l)aerah sebagia unsure

penvelenggara pemerintahan Daerah.

\\ralikota adalah Walikota Langsa

Baclan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. vang selanjutnya di singkat

BPKP, adalah aparar penga\\:asan intern Pemerintah 1'ang bertanggung jau'ab

iangsung kepada Presiden.

Inspektorat Kota Langsa adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kota Langsa

l'ang bertanggung jawab langsung kepada \\raiikota.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kota sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

9. Audit, adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukri yang

dilakukan secara independent, obvektif dan professional berdasarkan standar audit

uutuk rnenilai kebebaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan infbrmasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerinrah.

10. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memasrikan

bahwa kesiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketenruan, standar,

rencana, atau nonna )-ang telah ditetapkan.

11. Evaluasi, adalah ranskaian kegiatan membandingkan hasil  atau prestasi suaru

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan

menentukan faktor-faktor vang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu

kegiatan dalam mencapai  tu juan.

a. Lingkungan Pengendalian;

b. Penilaian Risiko;

c. Kegiatan Pengendalian;

d. Infbrmasi dan Komunikasi; dan

e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Pasa l2

(1) tlntuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yane efektif. efesien, transparan dan

akuntabel, Walikota melakukan pengendalian atas peny-elenggaraan kegiatan

nemerintahan daerah

(2) Pengen dahan. ./b



(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksucl

p;rda a1'at (1) '  di laksanakan dengan berpedornan pada SPIP sebagaimana diatur

dalam Peraturatl Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terrtang Sistem pengendalial

Intern Pemerintah dan peraturan peiaksanaannya.

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan ke\.akinan

)'ang memadai bagi tercapainva efektifitas clan ef-esiensi pencapaian rujuan

penlrslgttgaraan pemerintahan daerah dan ketaaran terhadap pera.ruran

pemndang-undangan.

BAB II

PENYE T,ENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal 3

(1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah r,vajib menerapkan SpIpK sebagaimana

dimaksud daiam Pasal 2 a)'ar (2) )iang melipuri unsur :

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. infonnasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan pengendalian intern.

(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana climaksud pada avat (1) adalah

sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Pera[uran Pemerintah Nolror 60

l'ahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Inrern pemeri'tah.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dan a).ar (2)

dilaksanakan menvatu dan rnenjadi bagian intereral clari kegiatan perangkat daerah.

Pasal4

Penveleng5iaraan SPIP di lingkungan Pemerinrah Kota Langsa dikoordinasikal oleh

Sekretaris Llaerah Kota Langsa.

(2) Penl'elenggaraalt sebagairnana dirnaksud pada a),ar (1) dilaksanakan berdasarkan

Petunjuk Pelaksanaau Penveleuggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman

teknis pc'nvelenggaraan SPIP vang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina

penyelenggaraan SPIP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SpIp

sebagaimana clirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3)

( 1 )

Pasal \. 
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Pasal5

(1) Dalam proses pembangunan clan pengernbangan SPIp clibenruk Satuan fueas SpIp
Pemerintah Kclta l,angsa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan clan tugas pokok Satuan 'r'ugas 
SpIp

Pemerintah Kota L,angsa ditetapka' clengan Keputusa' \\'alikota.

BAB III

PIiN GUATAN EITEKTI VITAS PENYE LF;NGGARAAN SPIP

Pasal 6

(1; l'emimpin perangkat claerah bertanggung jar,vab aras efektivitas penvelenggaraa'

SPI dilingkungan masing - masing.

(2) L'tntuk memperkuat dan menunjang ef'ektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada

a"'at (1) dilakukan penga\vasan intern atas pen\.elenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah te'nasuk aku'rabilitas keuangan daerah.

(3) \'lelakukan Pemeriksaan berkala (Pemer:iksaan Intem) arau sewaktu - waktu

maupun perneriksaan terpadu.

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana climaksucl dalam Pasal 6 ayar (2) clilaklkan oleh

Inspektorat Kota Langsa.

(2) inspe'ktorat Kota Langsa sebaeaimana dimaks'ci pada a)rar (1) melakuka'

pengarvasan intern rnelalui :

a. Audit:

b. Reviu;

c. Evaluasi:

d. Pemantauan: dau

e. Kegiaran pengawasan lainnya.

(3) Nlelakukan Pemeriksaan Berkala (Pemeriksaan Intern) arau sewaktu - ,uvakru

maupun perneriksaan terpadu-

Pasal8

(l) Inspektorat Kota Langsa melakukan pengawasan rerhaclap seluruh kegiaran c{aiarn

rangka penvelenggaraan tugas dan fuirgsi perangkat claerah yang didalai dengair

;\rugaran Pendapatan clan Belanja Kota Langsa.

(2) N{elakukan pemantauan dalam rangka pengawasan rugas pokok dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan 1,ang ctibiavai dengan

Dana. f



Dana Dekonsentrasi i' Tugas Pembantuan serta Dana Bantuan Dalam dan Luar

Negeri guna pe'ingkatan kapasitas pemerintah Kota La'gsa

BAB IV

KET'ENTUAN PF}IUruP

Pasal9

Peraluran walikora ini mulai berlaku pacla tanggai diundangkan.

Agar setiap orang inengetahuinl'a, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota

ini clengan penempaiannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal Z8_D_sselaber2QlQ X4

22 L4uharram 1432 H

WAIIK II\NCSA\O
r

4!"^ru
Diundangkan di l.angsa

pacla tanggai 28 Desembet 2010 M
22 X,luirarrarn 1432 H

A!- s ET S DAERAH,

t Pembina Utama Madya
MI]

NrP. 19s60709 198503 1 003

BERITA L]AI]R{I{ KOTA I,ANGSA
iAHLiN 2O1O NON{OR 290


